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Pada dasarnya Penerimaan tamu terkait penanganan perkara harus
mengajukan permohonan kepada Pimpinan Pengadilan, hal ini berdasarkan pada
Sema No. 3 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu.

Tidak menerima tamu terhadap perkara kecuali jika menggunakan surat terlebih
dahulu dan harus dihadiri oleh 2 pihak yang berperkara. Seperti yang terdapat pada
Surat Edaran.
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Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
Momor: 03  Tahun 20140

tentang

Penerimaan Tamu

Memperhatikan Surat Ketva Mahkamah Agung Mo, MAKUMDILF.01L2002
tangeal |5 Februan 2002, tentang petunjuk penerimaan tamu, mengingat masih ditemukan
heberapa pelangearan untuk itu perlu diberikan pencgasan sebagai berikut
I. Selorub aparal peradilan dimanapun berada, dilarang menerima tamu dar pihak atau yang

berkepentingan dengan suaty perkara yvang belum, sedang atau sudah diperiksa dan
diputus,

2. Dalam hal karena pertimbangan menyangkut proses administrasi dari suatu perkara harus
diterima, maka pertemuan tersebul harus dihadiri oleh 2 (dua) pihak yang berperkara,
dengan teriebih dahulu mengajukan permohonan untuk menghadap di Kantor tempat
berugas.

3. Apabila salah satu pihak tidak hadir walaupun telah diberitahukan dengan resmi kepada
yang bersangkutan, maka pertemuan harus disaksikan oleh salah seorang Pejabat
Struktural di Kantor tersebut.
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